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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIROTO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Candiroto Tahun Anggaran 2025;

bahwa dengan  diterbitkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Temanggung nomor 72 tahun
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan desa.
Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
sebagai Penjabaran Rencana pembangunan Jangka
Menengah Desa yang sesuai dengan visi dan misi kepala
Desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6856);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
963);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 5);
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Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun
2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak
Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51
Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72
Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Nomor 69);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor
12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

Peraturan Desa Candiroto Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Candiroto
Kecamatan Candiroto (Lembaran Desa Candiroto Tahun
2017 Nomor 74);



32. Peraturan Desa Candiroto Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor
82 Tahun 2019);

33. Peraturan Desa Candiroto Nomor Nomor 9 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Desa Candiroto Nomor 6 Tahun
2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2028;

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIROTO
Dan
KEPALA DESA CANDIROTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Candiroto Kecamatan Candiroto
Kabupaten Temanggung.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan
fungsi perintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan = pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisi Temanggung
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh
kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.



24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan

30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program
kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Candiroto Tahun 2020-2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang
dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama
kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati
bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III
PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk
mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,
melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pasal 5
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
meliputi:
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD
dll)
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Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhira Profil Desa (Dipilih)

. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

(Reguler)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ

dl)

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada

Masyarakat

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan

Desa

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan
& BP

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a.

b.

c
d.

£.

Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pegerasan Jalan Lingkungan
Permukiman.

. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi.

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DlI)
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informas
Lokal Desa.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa.
Pembentukan Desa Wisata.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a.
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Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendamp ngan kelompok usaha
ekonomi produktif

Peningkatan Bumdes

Pengembangan Wisata Desa

Pembangunan Drainase Desa Candiroto



BAB IV
PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa
dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat
Desa (Lumbung Desa dll)
b. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
c. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatiha yg dilaksanakan oleh Pemdes)
d. Penguatan Modal BUMDes

Pasal 9
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Candiroto merupakan lampiran dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candiroto

Ditetapkan di Candiroto
pada tanggal 27 September 2024

Diundangkan di Candiroto
pada tanggal 27 September 2024

LEMBARAN DESA CANDIROTO TAHUN 2024 NOMOR 6






SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Candiroto (RKP-Des) Tahun 2025 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
A. Hasil evaluasi tahun 2024
B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap
RPJMDesa.
BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan
BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA
A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui
kerjasama antar Desa dan pihak ke
C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa
A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah.
B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP



LAMPIRAN

a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.

=

Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.

Berita Acara Musrenbangdes.

o o

Notulensi.

Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des ( FORM. 1V )

®

ot}

Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan

ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2025 (Lampiran IV)

g. Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2026 yang akan diusulkan
dalam Musrenbang Kecamatan ( APBD Kabupaten )

h. Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional
merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa,
Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah
keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa
dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa
Candiroto perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa

Se€cara umuim,;

1.Kondisi Geografi
Desa Candiroto merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan

Candiroto dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Lempuyang Kecamatan Candiroto
b. Sebelah Timur : Desa Muneng dan Gunung Payung Kecamatan
Candiroto
c. Sebelah : Desa Batursari dan Mento Kecamatan Candiroto
Selatan
d. Sebelah Barat : Desa Lempuyang Kecamatan Candiroto

Luas Wilayah Desa Candiroto 225,73 Ha dengan rincian terlihat
pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGGUNAAN TANAH
NO PENGGUNAAN LUAS ( Ha)

1 | Sawah 75
2 | Tegal/ladang/kebun 121,50
3 | Pekarangan/pemukiman 34,12
4 | Kuburan 2,10
S5 | Lapangan Olahraga 8,20
6 | Fasilitas umum Lainnya 6,91

Total luas 225,73

Desa Candiroto berada pada ketinggian 861 meter dari permukaan

laut.



Secara administrasi Desa Candiroto terbagi menjadi S (Lima)
Dusun yang terbagi menjadi S (lima) Rukun Warga (RW) dan 25 (dua
puluh lima) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
NO NAMA DUSUN NAMA RW JUMLAH RT
1 | Dusun Krajan RW 01 6
2 | Dusun Kauman RW 02 5
3 | Dusun Dotakan RW 03 6
4 | Dusun Gondang RW 04 4
S | Dusun Winong RW 05 4

2.Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Candiroto pada akhir tahun 2024
sebanyak 2.621 jiwa, yang terdiri dari:
a. Penduduk laki-laki sebanyak 1.308 jiwa
b. Penduduk perempuan sebanyak 1.313 jiwa
Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 912 KK.
Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1

berikut:
Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA
NO UMUR ( TAHUN ) JUMLAH ( JIWA)
1 0-4 Tahun 147
2 5-9 Tahun 180
3 10-14 Tahun 174
4 15-19 Tahun 185
5 20-24 Tahun 193
6 25-29 Tahun 164
7 30-34 Tahun 203
8 35-39 Tahun 195
9 40-44 Tahun 186
10 45-49 Tahun 203
11 50-54 Tahun 204
12 55-59 Tahun 201
13 60-64 Tahun 134
14 65-69 Tahun 116
15 70-74 Tahun 48
16 > 75 Tahun 98
Jumlah 2.621




3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Candiroto ditunjukkan masih
rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung
masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya
seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan
yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Candiroto
yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat
dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah
kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan,
status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih
adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada
saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat
pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Candiroto dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No Tingkat Pendidikan Jumlah jiwa
1 | Tidak / Belum Sekolah 469

2 | Belum Tamat SD/Sederajat 620

3 | Tamat SD/ sederajat 528

4 | Tamat SLTP / sederajat 365

S | Tamat SLTA/ sederajat 335

6 | Diploma I/II 32

7 | Akademi/Diploma III/S.Muda 71

8 | Diploma IV/Strata I 191

9 |Stratall 4

10 | Starta IlI 1

Jumlah 2.621

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam
rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta
warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan

berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH ( BUAH )
1 Gedung SD dan MI 2
2 Gedung TK dan RA 4
3 | TPA 0
4 | SMP 1
JUMLAH 8

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Penduduk Desa Candiroto 94,62% beragama Islam dan 5,38% beragama
Non-Islam, namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan
antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama
pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan
tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik

antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Candiroto berdasar

agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.

JUMLAH PENDUDUK

MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO AGAMA JUMLAH ( JIWA )
1 Islam 2580
2 Kristen 125
3 Katholik 18
4 Budha 0
S Kepercayaan 0
6 Hindu 0
7 Konghuchu 1

SARANA TEMPAT IBADAH
1 Masjid 6
2 Musholla 9
3 Vihara 0
4 Gereja / Rumah Ibadah 1
5 Pura 0

Disamping itu Pemerintah Desa Candiroto berupaya menyediakan
sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun

sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4,

3.5 dan 3.6 berikut:




Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO SARANA KESEHATAN JUMLAH

1 Posyandu S

2 Bina Keluarga Balita S

3 Bina Keluarga Lansia )

4 Poli Klinik Desa (PKD) 0

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO SARANA KESEHATAN JUMLAH ( BUAH )

1 Dokter 1

2 | Perawat S

3 | Bidan Desa 4

4 | Dukun Bayi terdidik 0

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO TINGKAT SEJAHTERA JUMLAH ( KK))

1 Prasejahtera 293

2 Sejahtera 1 235

3 Sejahtera 2 419

4 Sejahtera 3 9

5 Sejahtera 3 Plus -

JUMLAH 956

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak
terdapat di Desa Candiroto Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA dan KESENIAN
NO NAMA ORGANISASI JUMLAH ( Kel / Unit )
1 2 3

Karang Taruna
Ikatan remaja dusun
Remaja Masjid
Remaja Gereja
Sepak Bola

Kuda lumping
Topeng ireng

Warok

1
5
1
1
5
1
1
1

OINO U, WIN—




3.Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Candiroto secara umum didominasi pada
sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional
(pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk
pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Candiroto sebagian
besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian
kecil lahan yang pengairanya dengan irigasi permanen. Cara bertanam
sudah cukup fariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan
disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi
alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu
warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan

dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan

Petani 104 96
Buruh Tani 43 41
Peternak 2 1
Nelayan 1 -
Buruh Nelayan/Perikanan 2 -
Industri 1 -
Pegawai Negeri Sipil 33 37
Montir S -
Transportasi 3 -
Sopir 20 1
Bidan - 6
Perawat 2 5
Apoteker - 1
Dokter - 1
POLRI 3 -
TNI 2 -
Pelaut 3 -
Perdagangan 5 5
Pedagang 47 113
Karyawan Swasta 198 91
Karyawan BUMN 14 6
Karyawan BUMD 3 3
Guru 18 36
Tukang Kayu 3 -
Tukang Batu 8 -
Pembantu rumah tangga - 2
Wiraswasta 182 64
Pendeta 1
Belum Bekerja 280 259
Pelajar 207 190
Ibu Rumah Tangga - 222
Kepala Desa 1 -
Perangkat Desa 13 1




Pensiunan 53 23
Buruh Harian Lepas 90 37
Jasa penyewaan peralatan pesta 2
Tukang Jahit -
Juru Masak
Karyawan Honorer
Tukang Cukur
Tukang Las

Jumlah Total Penduduk 2.621

Q=]
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Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa

Candiroto dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Industri Makanan Ringan
Industri criping

Tabel4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN
NO JENIS JUMLAH ( Kel/Unit )
1 Simpan Pinjam 8
2 Kelompok Tani 2
3 Gapoktan 1
4 | Industry kopi 7
S 6
6 3

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa
Candiroto memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi,
tembakau, sayur mayur, cabe dan petani hortikultura. Dari potensi
tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian,
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani.Disamping itu
peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar
para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan
serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara

mandiri.

B. DASAR HUKUM

1.

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1052);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2001 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung 2015 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang
Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 Tahap III;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 Nomor 46);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2018 Nomor 48);



C.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Nomor 22);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 Nomor 60);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

Peraturan Desa Candiroto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Candiroto Kecamatan Candiroto
(Lembaran Desa Candiroto Tahun 2017 Nomor 74);

Peraturan Desa Candiroto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Nomor 82 Tahun 2019);

Peraturan Desa Candiroto Nomor Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas
Peraturan Desa Candiroto Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan

program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Candiroto

Tahun 2020-2028.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib

dan lancar

Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani
masyarakat
Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani

masyarakat desa



Tujuan 2
Sasaran 2.1

Sasaran 2.2

Tujuan 3

Sasaran 3.1

Sasaran 3.2

Tujuan 4

Sasaran 4.1

Sasaran 4.2

Tujuan 5
Sasaran 5.1

Sasaran 5.2

Sasaran 5.3

Tujuan 6

Sasaran 6.1

Sasaran 6.2

Tujuan 7

Sasaran 7.2

Sasaran 7.3

Tujuan 8

Tujuan 9

Tewujudnya tata perencanaan desa yang baik
Tersedianya data dan informasi desa

Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung
perekonomian warga desa
Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai

Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk
peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat
desa

Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air

yang rukun dan bersahaja

Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang
baik

Tersedianya saluran air lingkungan warga
Tersedianya sarana MCK umum warga

terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan

warga

Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga
Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian
masyarakat desa

Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga
desa

Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa
Tersalurkanya hasil usaha produksi pertanian
masyarakat desa

Tersalurkanya hasil produksi industri rumah tangga
Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam
penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut
dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama
kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana
yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM

Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.



BAB 1II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2024
Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Desa Candiroto memiliki
program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun
telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan
pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Keadaan

realisasi program dan kegiatan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan
masyarakat, masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender
musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan
Desember tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan
tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2024. Masalah
tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan
dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak
lepas dari kajian RPJMDes 2020-2026 maka diperoleh peringkat masalah
yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan :
a. Masyarakat Desa Candiroto perlu ada bentuk bantuan pendidikan bagi
warga kurang mampu;

b. Perlu peningkatan dalam pengawasan Pendidikan bagi masyarakat;

2. Bidang Kesehatan:

a. Warga Desa Candiroto setiap musim kemarau kekurangan air bersih
untuk kebutuhan Mandi Cuci;

b. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar
kesehatan.

c. Sebagian wargamasyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK
masih dibuang langsung ke saluran belum ada septiktank
dasanitasinya belum optimal;

d. Sebagian warga miskin di Desa Candiroto belum terjangkau
Jamkesmas.

e. Di wilayah desa Candiroto masih banyak warga yang belum mempunyai

sarana pembuangan sampah.



f. Di wilayah Desa Candiroto belum mempunyai ambulan Desa.
.Bidang Pekerjaan Umum:
a. Jalan beton di masing-masing dusun sudah mulai rusak, sebagian
sudah dilaksanakan di tahun 2024;
b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada;
c. Talud jalan di wilayah Desa Candiroto sebagian masih berupa tanah
belum terbangun.

d. Belum adannya Gedung Paud di Desa Candiroto

. Bidang Perumahan:

Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.

. Bidang Aparatur
a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
b. Gedung Balai Desa dan Kantor Desa Belum terjaga kebersihanya
c. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.

d. Kantor Desa Belum mempunyai akses internet.

. Bidang Pertanian:

a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum
terjangkau program pembangunan;

b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;

C. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering
menyusut terutama di musim kemarau;

d. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern;

e. Kelompok tani di Desa Candiroto masih banyak membutuhkan bantuan

saprodi dan pendampingan.

.Bidang Ekonomi Masyarakat:

a. BUMDes Desa Candiroto masih kekurangan modal untuk usaha;

b. Simpan pinjam masih kekurangan modal, dan

c. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk
masyarakat

. Bidang kemasyarakatan:

a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.

b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa.

c. Perlu adanya pelatian kerja untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat.



9. Bidang Peternakan:
a. Peternak Kambing di Desa Candiroto tidak mampu membeli bibit
unggul;
b. Kelompok ternak sapi di Desa Candiroto belum mampu membeli bibit
unggul; dan

c. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Candiroto



BAB III
VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI
“BERJUANG UNTUK DESA IDAMAN”

MISI

1. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat dengan di topang oleh Penguatan
Ekonomi yang tepat sasaran dan Berdaya guna

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kapasitas
kelembagaan desa, kelompok masyarakat dan pemuda dengan tujuan agar
mampu mengelola potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

3. Memasyarakatkan standar hidup sehat melalui upaya pelayanan kesehatan,
air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak dan ketersediaan anggaran
kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan

4. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara
tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan
kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal

5. Mendorong usaha kecil, menengah dan BUMDes dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja

6. Membangun sektor pertanian dan perkebunan yang berdaya guna untuk
meningkatkan taraf hidup warga

7. Mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada budaya loka, kearifan lokal
dan potensi alam

8. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan
berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif

9. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif,

pelayanan prima dan optimalisasi pelayanan dasar public

Misi 1 : Pengentasan Kemiskinan Masyarakat dengan di topang
oleh Penguatan Ekonomi yang tepat sasaran dan Berdaya

guna

Tujuan 1 : Menggerakkan seluruh potensi ekonomi masyarakat dengan
bertumpu pada pengembangan potensi unggulan desa

Sasaran 1.1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat



Sasaran 1.2

Sasaran 1.3
Sasaran 1.4

Sasaran 1.5

Tujuan 2
Sasaran 2.1
Sasaran 2.2

Sasaran 2.3

Tujuan 3

Sasaran 3.1

Sasaran 3.2

Tujuan 4

Sasaran 4.1

Sasaran 4.2

Sasaran 4.3

Misi 2

Tujuan 1

Sasaran 1.1

Sasaran 1.2

Sasaran 1.3

Tujuan 2

Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi
pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agribisnis
meningkatnya populasi dan produksi peternakan
meningkatnya peran kelembagaan pertanian

meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan Desa

Pemberdayaan potensi Sosial dan Budaya masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Terwujudnya pemberdayaan budaya desa

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal
Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan
potensi unggulan desa

Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata daerah baik

wisata alam, agrowisata maupun wisata buatan

Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
Meningkatnya fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi
kerakyatan sektor perdagangan

Mingkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi
kerakyatan sektor industri

Meningkatnya fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi

kerakyatan sektor koperasi dan UKM

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui
peningkatan kapasitas kelembagaan desa, kelompok
masyarakat dan pemuda dengan tujuan agar mampu
mengelola potensi desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Terwujudnya perencanaan pemabangunan daerah yang
terpadu dan aspiratif

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur
pemerintahan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan

pemuda



Sasaran 2.1
Sasaran 2.2
Sasaran 2.3
Sasaran 2.4

Sasaran 2.5

Misi 3

Tujuan 1

Sasaran 1.1
Sasaran 1.2

Sasaran 1.3

Tujuan 2

Sasaran 2.1
Sasaran 2.2
Sasaran 2.3
Sasaran 2.4

Tujuan 3

Sasaran 3.1
Sasaran 3.2

Sasaran 3.3

Sasaran 3.4

Sasaran 3.5

Misi 4

Tujuan 1
Sasaran 1.1

Sasaran 1.2

Terwujudnya masyarakat yang terlatih dan tedidik
Tersediannya pemuda yang berkualitas dan terampil
Terbentuknya komunitas masyarakat desa
Meningkatnya swadaya dan gotongroyong

Tersedia SDM yang memadai di lingkungan warga

Memasyarakatkan standar hidup sehat melalui upaya
pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan
yang layak dan ketersediaan anggaran kesehatan yang
dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan
Meningkatkan jaringan, mutu dan akses pelayanan
kesehatan

Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan berencana
Tersedianya sumber daya kesehatan disemua tingkatan

pelayanan kesehatan

Terselenggaranya sarana Air bersih yang layak

Meningkatkan Kualitas Air layak minum untuk masyarakat
Meningkatkan sarana air bersih yang merata

Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Air bersih
Terwujudnya masyarakat yang sehat

Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan yang
memadai

Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat

Meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku
hidup sehat

Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga
Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan
Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas
budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial
dan sumber spirit

masyarakat, mempertahankan

kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal

Meningkatkan budaya lokal sebagai identitas budaya desa
Meningkatnya kualitas kearifan budaya leluhur

Meningkatkan nilai-nilai kebudayaan serta nasionalisme



Tujuan 2

Sasaran 2.1

Sasaran 2.2

Tujuan 3

Sasaran 3.1

Sasaran 3.2

Misi 5

Tujuan 1

Sasaran 1.1

Sasaran 1.2

Sasaran 1.3

Misi 6

Tujuan 1

Sasaran 1.1

Sasaran 1.2

Tujuan 2

Sasaran 2.1

: Meningkatnya pemberdayaan perempuan,

didukung kearifan lokal dalam kehidupan

yang
bermasyarakat;

Memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit
masyarakat

Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan
bermasyarakat melalui pemberdayaan seni budaya, pemuda

dan olahraga;

Meningkatnya Iman, Taqwa, dan fasilitas beragama;

Mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi
identitas lokal

Terwujudnya budaya yang di kenal masyarakat luas sebagai
tradisi desa

Meningkatnya swadaya dan gotongroyong

: Mendorong usaha kecil, menengah dan BUMDes dalam

rangka peningkatan kesejahteraan dan penyediaan

lapangan kerja

: Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan terampil dalam

rangka peningkatan kesejahteraan

: Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM)
perlindungan

anak dan keluarga

: Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya

angka pengangguran

Membangun sektor pertanian dan perkebunan yang

berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga

Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga
Terselenggaranya pelatihan usaha produktif rumah tangga
warga desa

Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga

Terwujudnya  komoditas unggulan pertanian dan

perkebunan Desa

Tersedianya produk pertanian unggulan



Sasaran 2.2

Tujuan 3
Sasaran 3.1
Sasaran 3.2
Sasaran 3.3
Tujuan 4

Sasaran 4.1

Sasaran 4.2

Sasaran 4.3

Misi 7

Tujuan 1
Sasaran 1.1
Sasaran 1.2

Sasaran 1.3

Sasaran 1.4

Tujuan 2

Sasaran 2.1

Sasaran 2.2

Sasaran 2.3

Tujuan 3

Sasaran 3.1

Sasaran 3.2

Sasaran 3.3

Terselenggaranya pelatihan usaha pertanian unggulan

Terwujudnya industri pengolahan kopi

Terbentuknya kelompok usaha industry pengolahan kopi
Terselenggaranya pelatihan pengolahan kopi
Tersalurkannya hasil pengolahan kopi

Terwujudnya industri pengolahan hasil perkebunan
Terbentuknya kelompok usaha industry pengolahan hasil
perkebunan (jambu, kemar, papaya dll)

Terselenggaranya pelatihan pengolahan hasil perkebunan
Tersalurkannya produk pengolahan dari bahan baku hasil

perkebunan

Mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada

budaya loka, kearifan lokal dan potensi alam

Terwujudnya desa wisata yang dijunjung oleh budaya lokal
Terbentuknya desa wisata sebagai simbol desa

Terciptanya masyarakat yang mandiri dan berkembang
Terciptanya lapangan kerja yang bertumpu pada
keterampilan

Terciptanya pemuda yang aktif dalam kegiatan budaya
Terwujudnya masyarakat ramah, tamah dan saling gotong
royong

Meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong
Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media
masa

Meningkatkan nilai-nilai kebudayaan serta nasionalisme
yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan
bermasyarakat

Terwujudnya wisata dengan mengoptimalkan potensi desa
Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif
(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)

Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat

terhadap lingkungan hidup



Misi 8

Tujuan 1

Sasaran 1.1

Sasaran 1.2

Tujuan 2

Sasaran 2.1

Sasaran 2.2

Misi 9

Tujuan 1

Sasaran 1.1

Sasaran 1.2

Sasaran 1.3

Tujuan 2

Sasaran 2.1

Sasaran 2.2

Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur,
terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif
dan aspiratif

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan
pelayanan masyarakat yang berkualitas

Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan dan aset desa

Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang
berwawasan lingkungan

Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuh
kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam
pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan
Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa

Terwujudnya

pembengunan yang transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada

aturan dan prosedur yang berlaku

Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang
transparan, inovatif, pelayanan prima dan optimalisasi
pelayanan dasar publik

Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang berkualitas
mengacu pada kepuasan

Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa
Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan,
pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa
Inovasi pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih
baik

Tersedianya perangkat desa yang berkwalitas dan
memeiliki kapasitas yang memadai

Meningkatkan kualitas SDM pemerintah desa



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi

desa adalah:

1.
2.

10.
11.

12.

Meningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik,

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Meningkatkan kwalitas hubungan antara pemerintahan desa dengan
Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
mengoptimalkan pemanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA)

meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan
ketertiban lingkungan

mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur yaitu tercukupinya
kebutuhan pokok baik material maupun sepiritual

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil melalui menjujunjung
tinggi keadilan disetiap bidang,

Meningkatkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, merupakan tujuan
akhir dari pembangunan nasional

Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat desa

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar
desa menjadi berkembang dan mandiri;

Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

B. Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

1.

Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
Terwujudnya perubahan desa menuju desa Idaman sehingga menjadi desa

yang mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;



C.

8.
9.

Meningkatkan kwalitas hubungan antara pemerintahan desa dengan
Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Mendorong  partisipasi dan  keikutsertaan  masyarakat dalam
pembangunan di segala bidang

Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat

Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat

10. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat

11.

Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Belanja Kepala desa dan perangkat desa;

Intensif RT dan RW;

Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;

Tunjangan operasional BPD;

Program operasional Pemerintahan Desa;

Program Pelayanan Dasar Masyarakat;

Program pelayanan dasar infrastruktur;

Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
Program pelayanan dasar pendidikan;

Program pelayanan kesehatan,;

Program peningkatan keamanan

Program peningkatan Keadilan

Program Ekonomi Desa (koperasi)

Program ekonomi produktif

Program Badan Usaha Milik Desa

Program lapangan pekerja bagi usia produktif






BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam
rangka perwujudan visi misi Desa Candiroto Kecamatan Candiroto Kabupaten
Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari
kegiatan-kegiatan dengan outcome sejenis, yang dikelompokan berdasarkan
bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga
dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran

dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD

dll)

e. Penyediaan Tunjangan BPD

f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll)
Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW

7Q

h. Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

—.

K. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)

m. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

n. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Reguler)

0. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non

Reguler)

p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

Q. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ
dll)



Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada
Masyarakat

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan
Desa

Dukungan & Sosialisasi Pemilihan Ka. Kewilayahan & BP

2. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

a.

®

=

50

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
(Honor, Pakaian dll)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman
Baca)

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan **)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (Dipilih)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi

. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

(Dipilih)

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informas
Lokal Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik (Dipilih)

Pembentukan Desa Wisata



3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:
a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala
Lokal Desa
b. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
c. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes
d. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT
RI, Raya Keagamaan dll)
PHBI dan PHBN
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
. Pembinaan PKK
Pembinaan KPMD

5o oo

—

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

b. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

c. Pengadaan Sarana Promosi Produk

d. Unggulan Desa (Expo Desa)

e. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

f. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

g. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatiha yg dilaksanakan oleh Pemdes)
H. Penguatan Modal BUMDes

—

Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampngan kelompok usaha

ekonomi produktif

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar
Desa Dan Pihak Ketiga
a. Pengembangan Desa Wisata

b. Penggalian Potensi Desa

B. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai
kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan

pemerintah daerah

Prioritas program dan skala APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN
kegiatan tahun 2025 Desa Candiroto disajikan dalam tabel 4.2.
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BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Desa Candiroto
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Trotoar jalan Provinsi
Pembangunan Penerangan Jalan Provinsi / Kabupaten

Pembangunan jembatan kali lutut sebagai penghubung desa Candiroto
dengan desa Batursari.

Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK Negeri



BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Candiroto Tahun 2025
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan
kegiatan Desa Candiroto untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri
dari 9 (Sembilan) misi, 11 (Sebelas) kebijakan umum, dan 18 (Delapan Belas)
kegiatan, yang berpedoman pada RPJM DESA . Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP-Des) tahun 2024.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara
Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan
Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian
pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-
Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkandalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des
pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah
ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi
perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-
benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan
(musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu
evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku

pembangunan desa.

KEPALA DESA CANDIROTO

¥, SANTOS@“BUDI PRASETYO, S.Sos

\ T SN, -

\ iy L 4

~‘£{?_MA*AN >
S



Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

